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KATA PENGANTAR

uji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
P Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun

2025 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun
berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai penjabaran dari tahun kelima pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
serta pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Dengan demikian, laporan kinerja ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat, yang mencerminkan keberhasilan maupun tantangan dalam
pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyajian
LKjIP diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan
kualitas kinerja organisasi agar semakin efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh
dan objektif mengenai pelaksanaan kinerja instansi, khususnya dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya, serta menjadi dasar yang konstruktif bagi perencanaan dan pelaksanaan
program serta kegiatan pada tahun-tahun mendatang

Padang, 30 Januari 2026
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RINGKASAN EKSEKUTIF

aporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana

Kinerja Tahunan 2025 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan
peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan
Berkelanjutan” dengan melaksanakan Misi 2 yaitu “Meningkatkan tata kehidupan
sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi
Kitabullah.”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka
ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Tujuan yang
akan dicapai oleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan Indikator Kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks
Ketahanan Sosial Budaya
Adapun sasaran yang akan dicapai oleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan Indikator
Kinerja Konflik di Sumatera Barat,
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas
Kinerja OPD
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan

Terhadap Pelayanan Orgaisasi.
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Keempat sasaran tersebut pada tahun 2025 didukung oleh 6 program, 12 kegiatan dan
29 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.190.378.717 (Dua Puluh Dua Milyar
Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas
Rupiah).

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-
rata capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

adalah 126,11% (dikategorikan sangat tinggi) yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
No Sasaran Indikator Kinerja | Target | Realisasi| Capaian
1. | Meningkatnya Konflik di Sumatera | 1 kasus | 0 kasus 200%
keamanan, Barat
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi 76,30 78,83 103,32%
demokrasi di Sumatera Indonesia (IDI) di
Barat Sumbar
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas 81,15 82.05 101,11%
akuntabilitas kinerja Kinerja OPD
organisasi
4, Meningkatnya kualitas Tingkat Kepuasan 93 93 100%
pelayanan organisasi Terhadap Pelayanan
Organisasi
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 126,11%

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada tabel di
atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sebesar 200%
(dikategorikan “sangat tinggi”)

2. Capaian sasaran strategis * Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan
indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 103,32%

(dikategorikan “sangat tinggi”)
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3. Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” dengan

indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 101,11% (dikategorikan “sangat
tinggi”)

4. Capaian sasaran strategis * Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator
kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 93% (dikategorikan

“sangat tinggi”)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja serta analisis capaian sasaran strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kesbangpol telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tren kinerja yang
positif. Sebagian besar indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan. Capaian tersebut tidak terlepas
dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta
mengoptimalkan peran forum-forum strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja melalui penajaman indikator yang
terukur, relevan, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPIJMD dan
Renstra), serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Mendorong peningkatan peran dan fungsi forum-forum strategis seperti FKUB, FPK, dan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini dan pencegahan konflik
sosial secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, serta
pemangku kepentingan lainnya guna mendukung stabilitas politik, keamanan, dan
ketentraman masyarakat.

4. Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan,
khususnya dalam bidang analisis konflik, kewaspadaan nasional, dan pengelolaan isu-isu

strategis kebangsaan.
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5. Terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan
dengan mengacu pada hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai
bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
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BAB |

PENDAHULUAN
L — ——

1.1 Gambaran Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan nama
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Kesbangpol
merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 438 dinyatakan bahwa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan
tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur
Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa
Dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumetera Barat
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
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pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut :

1.
2.

Kepala Badan

Sekretariat, terdiri dari atas Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
Badan;

b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja
sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;

C. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Badan;
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d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan
pengelolaan informasi;

e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh pimpinan

3.  Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang

Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah Provinsi;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksananaan kegiatan di kabupaten/kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.  Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
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Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a.

penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi
Politik di Wilayah Provinsi;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepal daerah serta pemantauan situasi politik
di wilayah provinsi;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di
wilayah provinsi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Serta Pendaftaran Organisasi massa,

Pemberdayaan Organisasi massa, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi massa,

pengawasan Organisasi massa dan Ormas asing.
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Kewasapadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Wilayah Provinsi
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik Di Wilayah provinsi;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah provinsi;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah provinsi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

7.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk

sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

disajikan pada gambar berikut:
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember

2025 berjumlah 40 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat
pendidikan, golongan, dan penempatan pada masing-masing bidang. Komposisi pegawai
berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (40%) dan 24 orang laki-laki (60%).

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No Jenis Kelamin Jumlah % Terhadap Jumlah
Pegawai
1 Laki-Laki 24 40
2 Perempuan 16 60
Total 40 100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov.Sumbar
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Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1
berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

@ Laki-laki
@Perempuan

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.
Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1 SLTA 7 17,5%
2 DIPLOMA 111/ D-3 - -
3 STRATA 1 20 50%
4 STRATA 2 13 32,5%
5 STRATA 3 0 0%

JUMLAH 40 100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 82,5%
pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 17,5% pegawai merupakan lulusan SMA. Secara grafik

komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 1.2 berikut :
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Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025
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Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025
No. Golongan Jumlah Persentase

1 Golongan I 0 0%

2 Golongan II 6 15%
3 Golongan III 25 62,5%
4 Golongan IV 9 22,5%
JUMLAH 40 100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar
Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 62,5% pegawai Badan Kesbangpol

adalah golongan III, sedangkan pegawai golongan II sebanyak 15% dan dan golongan IV
sebanyak 22,5%.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut :
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Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2025
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Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada
tabel 1.4 di bawah:

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang
Tahun 2025
No Bidang Jumlah %
1. |Sekretariat 16 org 40 %
2. |Bidang Idiologi, Wasbang & Karakter Bangsa 5org 12,5%
3. |Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 7 org 17,5 %
4. |Bidang Ket. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas 7 org 17,5%
5. |Bidang Politik Dalam Negeri 5 org 12,5%
JUMLAH 40 org 100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 40% pegawai berada di sekretariat,
sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang sebayak 5 atau 7
orang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk

memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol.
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Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing- masing bidang
disajikan pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4.
Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2025

@ Sekretariat
@ Bidang IWKKB

O Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

@ Bidang Kesbaormas

OBidang Poldagri

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung
pencapaian misi 2 Kepala Daerah yaitu “"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan
berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Misi 2 Kepala Daerah ini betujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan
masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK

2. Meningkatnya budaya literasi

3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, permberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam pencapaian
sasaran 1 misi 2 Kepala Daerah tersebut yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat
yang berlandaskan ABS-SBK. Sasaran ini ditetapkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis diantaranya:
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1. Penguatan pencegahan potensi konflik sosial, khususnya terkait perbatasan wilayah,
lahan/tanah ulayat, isu SARA, dan perebutan sumber daya alam.

2. Peningkatan efektivitas pengendalian aksi penyampaian pendapat di muka umum
agar tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan

3. Pengembangan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk
peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi tanpa pemaksaan kehendak
maupun gesekan sosial.

4. Pembentukan budaya politik yang beretika dan bermoral, untuk mengatasi
kecenderungan perilaku politik agresif, pelanggaran aturan, serta melemahnya nilai-nilai
etika politik di tingkat elite maupun massa.

5. Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, terutama bagi generasi
muda yang terpengaruh oleh globalisasi, arus informasi, dan budaya asing yang mengikis
nasionalisme

6. Peningkatan pembinaan kerukunan antarumat beragama, guna mencegah
intoleransi, penolakan pendirian rumah ibadat, sentimen keagamaan, serta potensi
radikalisme di masyarakat.

7. Penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penyakit
masyarakat lainnya, melalui edukasi, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor.

8. Penertiban administrasi dan legalitas Ormas melalui penguatan pendaftaran, verifikasi,

dan basis data.

1.3 Permasalahan Utama (Strategis Issued)
|

Beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini terkait tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik
politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat
perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan
dan sumber daya alam

2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan,
Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa

4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penyakit masyarakat lainnya
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5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta
kedewasaan perilaku berdemokrasi.

6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah
daam pelaksanaan pembangunan
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA
L — ——

2.1 Tu'luan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun
2021-2026. Adapun tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah
diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat dengan indikator kinerja Indeks
Ketahanan Sosial Budaya

2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Sedangkan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Barat adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja
Konflik di Sumatera Barat

2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas
kinerja OPD

4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan
terhadap pelayanan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran ini mendukung misi 2 Kepala Daerah yaitu Meningkatkan
tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’,
Syara’ Basandi Kitabullah.” dengan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan
masyarakat dan sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK.
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Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja masing-masing tujuan dan sasaran sebagai
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-206

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun n
No | Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Sasaran
1 | Meningkatnya | Indeks Ketahanan 62,78 62,8 62,8 62,8 | 62,9 | 62,9
ketahanan Sosial Budaya
sosial budaya Meningkatnya Konflik di 4 3 3 2 2 2
masyarakat keamanan, Sumatera Barat
ketentraman dan (IKU)
ketertiban masyarakat
Meningkatnya kualitas | Indeks 67,69 68,01 68,50 | 68,75 | 69,25 | 70
demokrasi di Sumatera| Demokrasi
Barat Indonesia (IDI)
di Sumbar
(IKU)
2 | Meningkatnya | Nilai Akuntabilitas 73,14 73,64 74,14 | 76,64 | 75,14 | 75,64
organisasi Kinerja
yang Tingkat Kepuasan 83% 84% 85% 86% | 87% | 88%
akuntabel dan | Terhadap Pelayanan
melayani Organisasi
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas| 73,14 73,64 74,14 | 76,64 | 75,14 | 75,64
akuntabilitas kinerja Kinerja OPD
OPD
Meningkatnya kualitas | Tingkat 83% 84% 85% 86% | 87% | 88%
perlayanan organisasi Kepuasan
Terhadap
Pelayanan
Organisasi

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
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Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakanprogram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang
akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung
jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen
perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat
kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah
dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat
dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 81,15
organisasi
2 Meningkatnya kualitas pelayanan Tingkat Kepuasan Terhadap 93%
organisasi Pelayanan Organisasi
3 Meningkatnya kemanan, Konflik di Sumatera Barat 1 kasus
ketentraman dan ketertiban
masyarakat
4 Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 76,30
demokrasi di Sumatera Barat di Sumbar
No Program APBD APBD Ket
(awal) (perubahan)
1 2 3 4 5
1 Program Penunjang Urusan 15.418.311.156,32 | 10.990.811.425
Pemerintahan Daerah Provinsi
2 Program Penguatan Ideologi 3.854.672.595,68 2.604.886.500
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan
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Program Peningkatan Peran Partai 5.883.189.200 5.731.475.792
3 Politik Dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

4 Program Pemberdayaan dan 103.574.000 563.850.000
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

5 Program Pembinaan dan 713.720.000 671.020.000

Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan 841.900.000 1.628.335.000
6 Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

JUMLAH 26.815.366.952 | 22.190.378.717
Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov SumbarTahun 2025

Pada tahun 2025, seluruh target indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-5 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sebagaimana hasil
evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, dimana realisasi seluruh indikator kinerja sasaran tersebut
pada tahun 2024 telah melebihi target yang dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk periode tahun 2024.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian
kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah
ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya

dihitung dengan menggunakan rumus:

Realisasi/Target x 100%

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya
dihitung dengan menggunakan rumus:
((2 x Target)—Realisasi)/Target x 100%

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:
1.  Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi
Perangkat Daerah
2.  Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.

3.  Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian
realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

91% <100%
(Sangat Tinggi)
66% <75% O
(Sedang) O
76% <90%
(Tinggi)
< [)
(S_asr?g/;t 51% <65%
Rendah) © (Rendah)
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Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

Tingkat Efisiensi =

CK = Capaian Kinerja (%)
RA = Realisasi Anggaran

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
. __________________________________________________________________________________________________________________________|

(PAx CK) — RA

PA

x 100%

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian target indikator kinerja sasaran strategis

yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025, rata-rata capaian sasaran strategis untuk 4 (empat) indikator

kinerja adalah 126,11 %. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja perjanjian kinerja tahun

2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
No Tujuan Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian
Kinerja
1. | Meningkatnya Indeks 62,9 63,27* 100,59*
ketahanan Ketahanan
sosial budaya Sosial Budaya
masyarakat
Meningkatnya Konflik di 1 kasus | O kasus 200%
keamanan, Sumatera Barat
ketentraman
dan ketertiban
masyarakat
Meningkatnya Indeks 76,30 78,83 103,32%
kualitas Demokrasi
demokrasi di Indonesia (IDI)
Sumatera Barat di Sumbar

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025
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2. | Meningkatnya Nilai 81,15 82,05 101,11%
organisasi Akuntabilitas
yang Kinerja
akuntabel dan
melayani
Tingkat 93 93 100%
Kepuasan
Terhadap
Pelayanan
Organisasi
Meningkatnya Nilai 81,15 82,05 101,11%
akuntabilitas Akuntabilitas
kinerja Kinerja OPD
organisasi
Meningkatnya Tingkat 93 93 100%
kualitas Kepuasan
pelayanan Terhadap
organisasi Pelayanan
Organisasi
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 126,11%

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran

strategis yaitu keempat sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan
atau dengan kategori nilai "Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan keempat sasaran tersebut,
capaian indikator kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sedangkan
indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan
organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan
Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat

di Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2025
sesuai dengan sasaran strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s.d
2025 yang tertuang di dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021
s.d 2026 :
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Grafik 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2025
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Sumber Data : Data diolah dari kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan

diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran

strategis.

3.3.1 Tujuan I : Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya

Tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu
“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat” didukung melalui 2 (dua) sasaran
strategis. Sasaran strategis I yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat dan sasaran II yaitu meningkatnya kualitas demokrasi di
Sumatera Barat. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada

gambar berikut :
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Gambar 3.1
Tujuan I serta Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II

Tujuan I
Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat
(Ik : Indeks Ketahanan Sosial Budaya)

Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Demokrasi
di Sumatera Barat

(IK: Indeks Demokrasi Indonesia
di Sumbar)

Sasaran I

Meningkatnya Keamanan, Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat

(IK : Konflik di Sumatera Barat)

Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat menjaga dan
melestarikan nilai, norma, serta praktik sosial budaya, sekaligus beradaptasi terhadap perubahan
dan pengaruh luar untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan
berkeadaban. Ketahanan sosial budaya masyarakat menunjukkan sejauh mana masyarakat
mampu memelihara nilai, norma, adat, dan kearifan lokal, bersikap toleran dan inklusif dalam
keberagaman, memiliki solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga, mampu menyaring
pengaruh globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Peningkatan ketahanan sosial budaya
masyarakat dicerminkan dengan semakin kuatnya nilai kebersamaan, toleransi, dan saling
menghormati dalam masyarakat, terjaganya kerukunan sosial dan budaya di tengah
keberagaman, meningkatnya kepedulian, solidaritas, dan gotong royong antarwarga,
menguatnya identitas dan jati diri budaya masyarakat serta meningkatnya kemampuan

masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat sangat penting menjaga kerukunan dan
kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat nilai dan norma sosial,
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan, serta mencegah

terjadinya konflik sosial guna mendukung stabilitas dan kelancaran pembangunan.

Ketahanan sosial budaya diukur dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya

yang diukur oleh Kementerian dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indiktor yakni

LAPORAN KINERJA (LKj) 2025 22 BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV.SUMBAR

1. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang
melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal,

2. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang
melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

3. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman
dengan orang lain yang beda agama.

4. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman
dengan orang lain yang berbeda suku.

5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir.

6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.

7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki
sendirian di malam hari.

8. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Berpedoman pada RPIJMD tahun 2021-
2026 dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Indikator
Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya ditargetkan mencapai angka 62,9. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah. Pencapaian sasaran
“meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK” diuraikan

pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1

Indeks Target Realisasi Capaian
Ketahanan Sosial
Budaya

Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 ditargetkan sebesar 62,9, terealisasi 63,27*
(angka sementara/realisasi tahun 2024) dengan tingkat capaian sebesar 100,59%* termasuk
kategori keberhasilan “sangat baik”. Data realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025
diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan sub komponen Indeks Ketahanan Sosial Budaya.
Dikarenakan informasi IPK tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
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Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan angka Indeks Ketahanan
Sosial Budaya kondisi tahun sebelumnya (2024). Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya
Sumatera Barat berada di Peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan capaian 63,27* di bawah rata-
rata nasional 70,73*

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa indikator yang
capaiannya masih di bawah rata-rata nasional diantaranya persentase masyarakat yang setuju
jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang berbeda melakukan kegiatan di sekitar
tempat tinggal dan persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat
berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Sedangkan indikator lain terkait
aktivitas sosial seperti penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial
kemasyarakatan di lingkungan, atau yang mengikuti gotong royong, capaian Provinsi Sumatera
Barat mendekati dan di atas rata-rata nasional.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Perhitungan capaian indikator
Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan metode pengukuran Kriteria pertama. Capaian
indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 sebesar 100,59%%*. Dibandingkan tahun
sebelumnya, capaian indikator kinerja ini menurun 0,16%%*. Perbandingan realisasi dan capaian
Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023 digambarkan pada
grafik berikut.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator
Indeks Ketahanan Sosial Budaya
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100 :
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Sumber data: : www.ipk.kemdikbud.go.id
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Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024 menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 58,13 di tahun 2022, 61,97 tahun 2023, meningkat menjadi
63,27 di tahun 2024 dan tetap di angka 63,27* (angka sementara) di tahun 2025. Pada tahun
2026 (tahun akhir RPJMD), Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat ditargetkan
sebesar 62,90. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025, realisasi Indeks Ketahanan Sosial

Budaya Provinsi Sumatera Barat sudah melebihi target tahun 2026.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra. Dalam Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan target indeks
ketahanan sosial budaya sampai dengan tahun 2025 sebesar 62,9. Apabila dibandingkan antara
realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target Renstra sampai dengan tahun 2025, capaian
kinerja indikator indeks ketahanan sosial budaya pada tahun 2025 mencapai 192,86 %,

sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tujuan Indikator TAHUN 2025 Target Akhir| Capaian s.d
SR Target | Realisasi RPIMD/ Tahun 2025
Alzp ] k& Renstra |Terhadap Target
RPIJMD/Renstra
(%)
Meningkatnya Indeks 62,9 63,27 (100,59 62,9 100,59
Ketahanan Sosial | Ketahanan
Budaya Sosial Budaya

Capaian indeks ketahanan sosial budaya telah melebihi target akhir pada Renstra/RPJMD
dengan capaian sebesar 100,59%. Hal ini berarti bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung penguatan ketahanan sosial budaya
masyarakat telah terlaksana secara sangat baik, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai sosial budaya, toleransi, dan

harmoni sosial di tengah masyarakat.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Indeks Ketahanan Sosial Budaya
Sumatera Barat di tahun 2025 berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 7,46

poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat
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8 atau Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 3 terendah setelah Provinsi Aceh dan

Banten. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan nasional

dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.3 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat

dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera
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Sumber data : www.ipk.kemdikbud.go.id

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan. Untuk meningkatkan indikator

kinerja sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan

tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah

dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1.

Menjalin komunikasi dan koordinasi antar elemen masyarakat melalui kemitraan bersama
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
(TKDPD), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga kerukunan,
kebersamaan, dan kondusivitas daerah.

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Wawasan
Kebangsaan guna memperkuat persatuan, toleransi, dan rasa kebangsaan, menumbuhkan

sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta membentuk perilaku masyarakat yang
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berkarakter dan berkeadaban sehingga mampu menghadapi perubahan sosial dan mencegah
konflik sosial

Melaksanakan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran
Gelap Narkotika (P4GN) bagi generasi muda dan tokoh masyarakat guna melindungi
masyarakat dari dampak narkotika, memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial,
menjaga nilai dan norma sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat,
produktif, dan berkeadaban

Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran
berdemokrasi yang sehat, memperkuat nilai persatuan dan toleransi, membangun sikap saling
menghormati dalam keberagaman, serta mencegah konflik sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.

Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Daerah.
Peningkatan kapasitas ormas mendorong ormas agar berperan aktif sebagai perekat sosial
di tengah masyarakat, menanamkan dan menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong
royong, menjadi mitra pemerintah dalam pencegahan konflik sosial serta melestarikan nilai
dan kearifan budaya lokal. Dengan demikian, ormas yang kuat, berdaya, dan berwawasan
kebangsaan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya masyarakat yang rukun, dan

harmonis.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja

Indeks Ketahanan Sosial Budaya pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama

tahun 2025, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja

ini diantaranya :

a.

Keterbatasan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam pelaksanaan program pembinaan
sosial budaya secara berkelanjutan.

Koordinasi lintas OPD dan lintas sektor yang belum optimal, sehingga sinergi program belum
sepenuhnya terintegrasi.

Tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi, khususnya dalam kegiatan penguatan nilai
kebangsaan dan toleransi.

Dinamika sosial dan pengaruh globalisasi, termasuk media sosial, yang berpotensi
memengaruhi nilai dan harmoni sosial budaya

Masih adanya potensi konflik sosial berbasis perbedaan identitas dan kepentingan di beberapa

wilayah.
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Alternative Solusi Yang Dilakukan. Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya

masyarakat yang berlandaskan ABS SBK ke depannya, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera

Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1.

Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD serta pemerintah kabupaten/kota dalam
perencanaan dan pelaksanaan program penguatan ketahanan sosial budaya.

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan, seperti
FKUB, FPK, FKDM dan TKDPD.

Mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan kearifan
lokal, termasuk nilai Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.

Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, melalui peningkatan kapasitas
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.

Mendorong peningkatan literasi digital masyarakat untuk menangkal hoaks dan ujaran

kebencian yang berpotensi mengganggu harmoni sosial budaya

. Sasaran Strategis I "Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat ™

SASARAN STRATEGIS I

Toonin = osTaT SASARAN STRATEGIS III
- Meningkatnya Keamanan, Ketentraman
danKetertiban Masyarakat

= |\ T
(W U sararg M5

S

Sasaran meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat merupakan

kondisi yang diharapkan dari terselenggaranya urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan
bangsa dan politik, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di Provinsi
Sumatera Barat. Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta kehidupan sosial
kemasyarakatan. Kondisi masyarakat yang aman dan tertib menciptakan rasa nyaman,
kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga aktivitas ekonomi,

sosial, dan budaya dapat berjalan secara optimal.
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Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam mencegah
terjadinya konflik sosial dan gangguan stabilitas daerah. Dengan terjaganya situasi yang
kondusif, potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang
menjadi konflik terbuka yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan
pembangunan daerah. Selain itu, keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi prasyarat
bagi terciptanya harmoni sosial dan penguatan persatuan serta kesatuan bangsa. Lingkungan
yang tertib dan kondusif mendorong tumbuhnya toleransi, saling menghormati, serta partisipasi
aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sosial di daerah. Oleh karena itu,
peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, yang
dilaksanakan melalui upaya pencegahan, koordinasi, dan penanganan yang terpadu dan

berkelanjutan.

Pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
ditandai dengan menurunnya jumlah dan eskalasi konflik sosial, meningkatnya efektivitas upaya
pencegahan dan penanganan konflik, membaiknya mekanisme deteksi dini terhadap potensi
konflik berbasis perbedaan kepentingan, identitas sosial, maupun dinamika politik serta
terbangunnya sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan,
dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain fasilitasi
kewaspadaan nasional, pemantauan dan pemetaan daerah rawan konflik, koordinasi
penanganan konflik sosial melalui Forkopimda dan Tim Terpadu, serta penguatan peran forum-
forum kemasyarakatan. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan konflik sejak dini,
penanganan konflik secara cepat dan terkoordinasi, serta pemulihan kondisi sosial pascakonflik.
Dengan terlaksananya upaya pencegahan dan penanganan konflik secara terpadu, diharapkan
stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dapat
terus terjaga, sehingga mendukung terciptanya suasana daerah yang aman, harmonis, dan

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, memelihara ketentraman serta ketertiban

masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab
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Gubernur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat
daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi
untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di

Sumatera Barat.

Sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan
menggunakan indikator kinerja “Konflik di Sumatera Barat”. Konflik yang diukur merupakan
penjumlahan konflik yang terjadi di Sumatera Barat berlatarbelakang ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksusbudhankam) dalam kurun waktu 1 tahun.

Formulasi perhitungan Konflik di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
Kt = It + Pt + Et + SBt + PKt

Ket :

Kt = Jumlah konflik tahun t

It = Jumlah konflik Ideologi tahun t

Pt = Jumlah konflik Politik tahun t

Et = Jumlah konflik Ekonomi tahunt

SBt = Jumlah konflik Sosial Budaya tahunt

PKt = Jumlah konflik Pertahanan Keamanan tahun t

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan
Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial,
konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau
lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan
menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang
berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau
interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota,
dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat

dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berpedoman kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-

2026, konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 2 kasus. Namun, pada
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perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dilakukan
penyesuaian target menjadi 1 kasus. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi indikator kinerja
konflik di Sumatera Barat pada tahun sebelumnya (2024) telah melebihi dari target tahun kelima
(2025) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian target ini telah

dituangkan dalam Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Pencapaian sasaran meningkatnya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Konflik di 1
Sumatera Barat

Target Realisasi Capaian

Realisasi jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebanyak 0 kasus. Kasus ini
dihitung berdasarkan jumlah potensi konflik yang tidak dapat dikendalikan atau berkembang
menjadi konflik terbuka sepanjang 1 (satu) tahun terakhir. Artinya, sepanjang tahun 2025, tidak
terdapat potensi konflik yang berkembang menjadi konflik sosial, seluruh potensi konflik berhasil

diredam melalui upaya pencegahan dan penanganan dini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam upaya
pencegahan dan pengendalian potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di
tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan, deteksi dini, koordinasi lintas

sektor, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan secara preventif dan persuasif.

Pada tahun 2025, teridentifikasi sebanyak 84 potensi konflik yang tersebar di 19
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Potensi konflik tersebut meliputi konflik bidang

ekonomi, politik, dan sosial budaya, sumber daya alam dan lahan; batas wilayah dan SARA.

Adapun sebaran poternsi konflik di 19 kabupaten/kota disajikan pada tabel 3.5
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Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.5

Jenis Potensi Konflik
Kabupaten/
No Ekopol/ SDA/ Batas Jumlah
Kota SARA
Sosbud lahan | Wilayah

1 Kota Padang 3 - - 1 4

2 Kota Pariaman 1 - - - 1

3 Kota Sawahlunto - - - - -

4 Kota Padang 4 - 1 - 5
Panjang

5 Kota Solok 2 - - - 2

6 Kota Bukittinggi - - - - -

7 Kota Payakumbuh - - 2 - 2

8 Kabupaten Padang 1 3 - - 4
Pariaman

9 Kabupaten Pesisir 3 2 - - 5
Selatan

10 Kabupaten Solok 2 - - - 2

11 Kabupaten Solok 2 - - - 2
Selatan

12 Kabupaten Tanah 5 - 2 6 13
Datar

13 Kabupaten 10 2 - 12
Limapuluh Kota

14 Kabupaten 1 2 - - 3
Pasaman

15 Kabupaten 2 6 - - 8
Pasaman Barat

16 Kabupaten 4 5 1 - 10
Dharmasraya

17 Kabupaten 1 2 - - 3
Kepulauan
Mentawai

18 Kabupaten 2 - 2 - 4
Sijunjung

19 Kabupaten Agam - 4 - - 4

Jumlah 43 26 8 7 84

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera Barat

Seluruh potensi konflik tersebut dapat dikelola dan diredam dengan baik sehingga tidak
berkembang menjadi konflik sosial, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan dalam meredam potensi konflik tersebut
tidak terlepas dari penguatan fungsi kewaspadaan dini, optimalisasi peran tim terpadu
penanganan konflik, serta sinergi dan koordinasi yang intensif dengan Forkopimda, pemerintah
kabupaten/kota, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Selain itu, pendekatan dialogis dan

kearifan lokal turut menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.
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Dengan terkendalinya seluruh potensi konflik pada tahun 2025, kondisi keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Barat tetap terjaga secara
kondusif, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

daerah, dan kehidupan bermasyarakat secara berkelanjutan.

Capaian indikator konflik di Sumatera Barat diukur dengan metode pengukuran Kriteria
kedua. Capaian indikator Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 200%, termasuk
kategori keberhasilan sangat tinggi. Metode pengukuran kriteria kedua ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi jumlah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, maka kinerja yang dicapai
semakin tidak baik. Sebaliknya, semakin rendah jumlah konflik yang terjadi, maka kinerja yang
dicapai semakin baik. Dengan demikian, penurunan jumlah konflik menjadi indikator
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, capaian konflik di Sumatera Barat sama dengan tahun sebelumnya yaitu 200%.
Pada tahun 2024, konflik di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 1 kasus terealisasi 0 kasus
dengan tingkat capaian sebesar 200%. Perbandingan realisasi dan capaian indikator konflik di
Sumatera Barat tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2024-2025
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Sumber : Data diolah
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Gambaran konflik di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan pola
yang berfluktuatif. Jumlah konflik mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Selanjutnya, pada
tahun 2024 dan 2025, jumlah konflik di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami perubahan
dan relatif sama dibandingkan dengan tahun 2023. Perkembangan jumlah konflik di Sumatera
Barat selama periode tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Perkembangan Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2021-2025

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2021-2025 disajikan pada
grafik berikut :

Grafik 3.6
Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2021- 2025
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Sumber Data : Data Diolah

LAPORAN KINERJA (LKj) 2025 34 BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV.SUMBAR

Capaian Indikator Kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan tren yang
berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaian mencapai 200%, selanjutnya
mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 166,67%, dan kembali meningkat menjadi 200%
pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Dokumen RPIJMD dan Dokumen
Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa
sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator
kinerja konflik di Sumatera Barat adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah
meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK dengan
indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS). Secara lengkap, gambaran
pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat dibandingkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

dan target RPIJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan capaian Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Target Akhir
RPIMD/Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran Indikator | TAHUN 2025 Target Akhir| Capaian s.d
S Target|Realisasi RPIMD/ Tahun 2025
Alzp e k& Renstra |Terhadap Target
RPIJMD/Renstra
(%)
Meningkatnya Konflik di 2 0 200 2 200
Keamanan, Sumbar
Kenyamanan dan
Ketertiban
Masyarakat

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2025 telah mencapai target
akhir pada Renstra/RPJMD dengan capaian sebesar 200%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
konflik yang terjadi berada jauh di bawah target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan
kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif. Capaian ini

sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
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Politik Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan
potensi konflik sosial di daerah.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Secara nasional, tidak terdapat
target angka absolut terkait jumlah konflik yang harus dicapai oleh daerah. Indikator konflik
yang digunakan dalam urusan pemerintahan umum, khususnya bidang kesatuan bangsa dan
politik, bersifat kualitatif dan berorientasi pada pengendalian, dengan prinsip semakin kecil
jumlah konflik maka kinerja semakin baik. Kebijakan nasional lebih menekankan pada
pencegahan konflik sejak dini, penurunan eskalasi konflik, penanganan konflik secara cepat,
tepat, dan terkoordinasi serta tidak berkembangnya potensi konflik menjadi konflik sosial
terbuka. Dengan demikian, target nasional diterjemahkan oleh pemerintah daerah ke dalam

target daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Analisis Penyebab Kebersihan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan. Untuk meningkatkan pencapaian indikator
kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang
mendorong keberhasilan tercapaianya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi lintas sektor
Terjalinnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, aparat keamanan
(TNI dan Polri), pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam
mengendalikan potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka.
Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif memungkinkan penyelesaian permasalahan
dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

2. Optimalisasi peran forum-forum strategis daerah
Dalam upaya meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui pelaksanaan rapat
koordinasi secara berkala. Tim dan forum-forum strategis tersebut dibentuk dan difasilitasi
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan
Kepala Daerah diataranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat, dan Forum Pembauran Kebangsaan. Forum-forum tersebut dibentuk untuk
mendeteksi dini potensi konflik sosial, memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat, serta

mendorong penyelesaian permasalahan secara persuasif dan preventif
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3. Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan konflik yang lebih efektif
Adanya pemantauan intensif terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan di daerah,
sehingga potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dapat diantisipasi dan ditangani
sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Pemantauan dan pemetaan
wilayah rawan konflik dilakukan secara rutin, sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi
sejak dini dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pemetaan
wilayah potensi konflik menghasilkan buku pemetaan potensi konflik sebagai salah satu
upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan
potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis
terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di
Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan
pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan, toleransi,
dan ketertiban umum sebagai hasil dari kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan
kebangsaan, serta pendidikan politik dan sosial kemasyarakatan.

5. Pendekatan persuasif dan dialogis dalam penanganan konflik
Penyelesaian permasalahan sosial dilakukan melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan
dialog antar pihak terkait, sehingga mampu meredam eskalasi konflik dan menjaga
kondusivitas daerah

6. Kondisi sosial budaya masyarakat yang relatif kondusif
Kuatnya nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya gotong royong di tengah masyarakat
Sumatera Barat turut berperan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya

konflik sosial yang berkepanjangan.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, pengendalian konflik di Provinsi Sumatera Barat
dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga indikator kinerja konflik menunjukkan capaian yang
baik dan kondisi keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Di samping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja
Indikator Konflik di Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama
2025, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini,

diantaranya :
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1.

Masih terbatasnya kapasitas sumber daya intelijen Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
dalam mendukung pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan dini potensi konflik sosial
di seluruh kabupaten/kota.

Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa perangkat daerah serta pemerintah
kabupaten/kota dalam mendukung penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial, sehingga kualitas dokumen rencana aksi yang dihasilkan belum optimal
Belum optimalnya peran forum-forum strategis binaan Kesbangpol di daerah dalam
melaksanakan deteksi dini terhadap potensi permasalahan keamanan, ketenteraman,

dan ketertiban masyarakat

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja sasaran ini, maka Badan

Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalukan berbagai upaya sebagai alternative solusi

diantaranya :

1.

Peningkatan kapasitas sumber daya intelijen Kesbangpol

Dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait,
peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis dan rapat koordinasi, serta
optimalisasi jejaring intelijen di tingkat kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan deteksi
dini dan pencegahan dini potensi konflik sosial.

Perbaikan sistem pelaporan dan penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu

Dilakukan dengan mendorong peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan dari
perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan koordinasi dan asistensi
teknis penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta penyelarasan
data dan informasi antar anggota tim terpadu.

Optimalisasi peran forum-forum strategis binaan Kesbangpol

Dilakukan melalui peningkatan fungsi koordinasi forum-forum strategis (FKUB, FPK,
Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan forum terkait lainnya), penguatan peran forum dalam
penyampaian informasi dini, serta peningkatan sinergi antara forum, pemerintah daerah, dan

aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian

keberhasilan sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan

indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat dengan target 1 kasus pada tahun 2025 yang tercapai

sebanyak 1 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200%, telah disediakan anggaran melalui

APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 4.904.241.500 dengan realisasi sebesar Rp.
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3.512.830.925,- atau 71,63 %. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program, 3 Kegiatan dan 10
Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai

sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rincian anggaran

dan realisasi anggaran pendukung sasaran I dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

Sasaran/Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Meningkatnya keamanan,
ketentraman dan ketertiban
masyarakat.

3

4.904.241.500

3.512.830.925

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

2.604.886.500

2.356.192.925

Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

2.604.886.500

2.356.192.925

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan , Bela
Negara,Karakter Bangsa, Pemaburan
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

1.135.342.000

1.089.856.720

Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan, Bela
Bangsa, Pemaburan Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Negara,Karakter

24.775.000

20.531.000

Pengangkatan Purnapaskibraka Duta
Pancasila

56.200.000

21.350.000

Pembentukkan Paskibraka

1.388.569.500

1.224.455.205

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

671.020.000

653.490.000

Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

671.020.000

653.490.000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Fasilitasi Pencegahan

570.640.000

555.660.000
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Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 100.380.000 97.830.000
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

1 1.628.355.000 503.148.000

Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan 1.628.355.000 503.148.000
Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan 4.880.000 4.880.000
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

1.034.400.000 15.900.000

59.585.000 58.028.000

Pelaksanaan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Provinsi 529.470.000 424.340.000
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Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana
Peraturan Meteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis
efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat adalah sebagai
berikut :

(PAx CK) — RA

Tingkat Efisiensi = PA x 100%

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 4.904.216.500
CK = Capaian Kinerja (%) = 200%

RA = Realisasi Anggaran Rp. 3.512.830.925

(4.904.216.500 x 200%) — 3.512.830.925

. o i — 0
Tingkat Efisiensi 2904216500 x 100%
Tinokat Eflsiensi — 6.295.602.075 100%
ingkat Efistenst = 4.904.216.500 " °

Tingkat Efisiensi = 1,28

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala

0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Nilai Efisiensi = ((50%+ (Efisiensi Kinerja/20)*50)
= ((50%+(1,28/20)*50
= (50%+3,2)
= 370%

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan anggaran
secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat. Nilai
efisiensi yang diperoleh sebesar 370 persen, yang sesuai ketentuan pengukuran efisiensi
dibulatkan menjadi 100 persen. Pada periode yang sama, capaian indikator kinerja konflik
mencapai 200 persen. Efisiensi tersebut terutama dicapai melalui penghematan biaya
penggunaan hotel dengan mengoptimalkan pemanfaatan gedung pemerintah untuk pelaksanaan
rapat koordinasi, serta pengendalian belanja makan dan minum rapat dan honorarium

narasumber.
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II. Sasaran Strategis II "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat ™

SASARAN STRATEGIS II

SASARAN STRATEGIS II
Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan
rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
politik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Dalam sistem demokrasi,
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan,
supremasi hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat merupakan upaya untuk mewujudkan
kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi
politik masyarakat, penguatan kelembagaan demokrasi, serta terjaganya stabilitas politik dan
keamanan daerah. Peningkatan kualitas demokrasi diharapkan dapat mendukung
terselenggaranya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan
publik.

Dalam konteks tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Barat, sasaran ini difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi pendidikan politik
masyarakat, penguatan peran partai politik, serta pencegahan potensi konflik dan gangguan
stabilitas politik. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan penyelenggara pemilu,
pemerintah kabupaten/kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku

kepentingan lainnya.

Peningkatan kualitas demokrasi juga tercermin dari membaiknya indikator-indikator
demokrasi, seperti meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya potensi konflik
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politik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara damai
dan konstitusional. Dengan demikian, sasaran ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya
iklim demokrasi yang kondusif, stabilitas politik daerah yang terjaga, serta mendukung

kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat diukur menggunakan
indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat. IDI merupakan
indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia pada
tingkat nasional dan daerah, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-
hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Ketiga dimensi tersebut menggambarkan tingkat
partisipasi politik masyarakat, perlindungan hak-hak warga negara, serta berfungsinya lembaga-

lembaga demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingkat
perkembangan demokrasi di daerah yang tidak hanya dilihat dari kinerja pemerintah dan
birokrasi, tetapi juga dari peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan,
serta aparat penegak hukum. Oleh karena itu, capaian IDI merupakan tanggung jawab bersama
seluruh pemangku kepentingan dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak
tahun 2009 bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Dalam Negeri,
sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan

demokrasi politik di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 69,25.
Penetapan target tahun 2025 mengacu kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026. Namun demikian, pada perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan
penyesuaian target indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar menjadi 76,30
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
tahun 2025. Penyesuaian target tersebut dilakukan karena realisasi capaian Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2024 telah melebihi target tahun kelima (2025) yang
ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
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Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Sebagaimana tertuang dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sasaran
meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi
Indonesia di Sumbar tahun 2025 ditargetkan 76,30 dan terealisasi 78,83 dengan tingkat capaian
103,32% termasuk katergori keberhasilan “sangat tinggi”. Perhitungan capaian Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat menggunakan metode pengukuran kriteria
pertama.

Capaian indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2025
disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

Indeks
Demokrasi

Indonesia
di Sumbar

Target Realisasi Capaian

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 78,83 merupakan realisasi Indeks
Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
Penggunaan realisasi tahun 2024 dikarenakan sampai laporan ini disusun, Badan Pusat Statistik

masih belum merilis nilai Indeks Demokrasi Indonesia se-Indonesia tahun 2025.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dikumpulkan dengan dua metode pendekatan
yaitu pendekatan kuantitatif (reviu surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD). Data yang
dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan. Pengumpulan data IDI
dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dan level pusat. Seluruh kejadian yang dikumpulkan harus
terjadi di wilayah masing-masing. Terdapat 3 (tiga) aspek penyusunan IDI yaitu Kebebasan (7

indikator), Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).

Formulasi perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia :

3
IDI = Z Pil
1=3
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